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BUPATI BOJONEGORO,

. bahwa uniuk memperancar pelaksanaan realisasi terhadap
Anggaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Biaya Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan DPRD periu  menstapkan
ketompok kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud |
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud periu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Komunikasi
intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyatl Daerah Kabupsten Bojonegoro,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenmang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Momor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Megara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4456) sebagaimana diubah terskhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 MNomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4844),
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

. Undang-Undang MNomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaraian Rakyal, Dewan Perwakilan Rakyal, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan
Keprolokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata
Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Megara NMomor 3852);

Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomeor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712};

Peraturan Pemerintah Momor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemeriniah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4584) ;

Peraturan Pemeriniah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakitan Rakyat Daerah Tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tenlang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undanganm;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana lelah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun
2007;

Peraturan Menlen Dalam Negen Momor 15 Tahun 2006 tentang
Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;



17. Peraturan Menten Dalam Megeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah

18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta
Tata Cara Pengembslian Tunmjangan Komunikasi Intensif Dan
Dana Operasional;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2005
tentang Kedudukan Prolokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daesrah (DPRD) Kabupaten
Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun
2005 Nomor 1/A), Sebagaimana telah diubah yang terakhir kalinya
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun
2007 {Lembaran Daerah Kabupalen Bojonegoro Tahun 2007
Nomar 2);

20. Peraturan Daersh Ksbupaiten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Daersh Kabupaten Bojonegoro
{Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2),

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor & Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tata Kera Sekretanat Daerah Dan
Sekretariat Dewan Perwakiian Rakyat Daerah Kabupaten
Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun
2008 Momor 4),

22 Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan
Fungst Tata Kerje Sekretanat Daerah dan Sekretanat Dewan
Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2009 Nomor 4},

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI
INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH HKABUPATEN

BOJONEGORO.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
b. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
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c. Dewan Perwskilan Rakyat Daersh adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bojonegoro.

d. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro

€. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.

f. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD

g Anggota DPRD adalah mereka yang diresrmikan keanggotaannya sebagai Anggota
DPRD dan telah mengueapkan sumpsahfian)i berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

h. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD.

i Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota
DPRD.

i Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjuinya disingkat TKI adalah uang yang
diberikan sefiap bulan kepada Pimpinan dan Anggola DPRD dalam rangka
mendukung kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

k. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut BPO
Pimpinan DPRD adaiah Dana yang disediakan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan
untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaidan dengan Representasi,
pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan
DPRD ssharn-han

. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah Klasifikasi Kiaster suaiu Daevah
untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan Daerah tertentu yang ditetapakn
dengan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif
dan Belanja Penunjang Operasioanal Pimpinan pada setiap Kiaster.

BAB i
PENGELOMPOKAN
KEMAMPUAN KEUANGAN

Pasal 2
Kelompok Kemampuan Keuangan untuk Kabupaten Bojonegoro ditetapkan dalam
kelompok tinggi. yaitu di atas Rp 400 000 000 000,00 {empsat ratus milyar rupiah).

Pasal 3

{1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daersh sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dihitung dengan menggunakan formuls kemampuan keuangan
daerah sama dengan pendapatan umum daersh dikurangi belanja Pegawai
Negeri Sipil Daerah.
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(3)

Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdii atas
pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum.

Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) terdir
atas gap dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Deerah yang meliputi gaji pokok,
tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, funjangan beras, dan tunjangan pajak
penghasilan.

Pasal 4

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah data pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berjalan.

(1

(2)

{1

(2)

(3)

BAB
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

Pasal §

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif sebesar 3
(baa) kali dari uang Representasi Ketua DPRD.

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan
dalam pos Sekretanat DPRD.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal §

Pimpinan DPRD disediakan belanja penunjang operasional sebesar & (enam) kali
uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 {empat) kali jumiah uang representasi
seluruh Wakil Ketua DPRD.

Belanja Penunjang Operasional sebagimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan
kepada Pimpinan, untuk unsur Ketua DPRD lebih tinggi dari pada unsur Pimpinan
Wakil Ketua DPRD

Biaya Beilanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dianggarkan dalam pos Sekretanat DPRD.



BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

(1) Pemberian Tunjangan Komunikasi intensif dan Biaya Belanja Penunjang
Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1)
terhitung mulai bulan Januari tahun anggaran berkenaan

{2) Pada saal berlakunya Peraturan Bupati ini maka Paraluran Bupati Kabupatan
Bojonegoro Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomar 50) dicabut dan
dinyatakan tidak beriaku,

BAB Vi
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar seliap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 Januari 2011

BUPATI BOJONEGORO
fd.

HS5UYOTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

td,
Drs. HADI MOE NO, MM
Pembina Liama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008
BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 4.

‘1’-;-,_-“‘ sesuai dengan asinya
RIS BAERAH KABUPATEN BOJONEGOROD

N NIP 19600131 198603 1008



